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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan berbasis 
konvensional dan berbasis syariah pada Perum Pegadaian Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan membandingkan 
perlakuan akuntansi pendapatan Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. 
Setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan keadaan objek penelitian 
yang sesungguhnya dan mengkomparasikannya untuk menganalisis tentang 
perbedaan pada Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. 
 
Dan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perum Pegadaian Makassar baik 
yang berbasis konvensional maupun berbasis syariah mengakui pendapatannya secara 
basis akrual. Sistem dan prosedur akuntansi pada Pegadaian syariah masih tunduk 
pada ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian Konvensional. Perbedaannya 
terletak pada sistem pembiayaan, penentuan biaya administrasi, dan penetapan tarif 













 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Suatu organisasi yang didirikan oleh pemiliknya mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu. Organisasi yang bersifat mencari laba mempunyai tujuan utama untuk 
menghasilkan laba maksimum. Di samping itu ada juga  organisasi yang tidak 
bersifat mencari laba tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jasa 
yang diberikan. Pada organisasi yang mempunyai tujuan mencari laba atau yang 
disebut dengan perusahaan selalu meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan laba, 
di mana laba ini sangat erat hubungannya dengan pendapatan. 
Secara umum laba maksimum merupakan tujuan setiap perusahaan didirikan. 
Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut pada kondisi saat ini sangat diperlukan 
kecermatan pelaksana atau pengelola perusahaan melakukan sinergi yang kuat antar 
masing-masing bagian dalam organisasi perusahaan. Sinergi integral dari seluruh 
bagian-bagian dalam perusahaan akan dapat mendukung kelancaran operasional 
perusahaan yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mencapai tujuan perusahaan. 
Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh 
pemerintah dinamakan Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian. Perusahaan Umum 
(Perum) Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang merupakan 
lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan 
hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda 
 
 bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dan diwajibkan menyerahkan benda 
bergerak sebagai jaminan kepada Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian.  
Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, 
namun Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat 
yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat 
dengan prosedur yang mudah. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Perusahaan 
Umum ( Perum ) Pegadaian itu sendiri yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. 
Kehadiran Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian yang didirikan pemerintah 
mengusung peran sosial yang cukup jelas, yaitu membantu pemerintah untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat, meski peran lain sebagai perusahaan, juga 
terus ditingkatkan. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah 
keberadaannya merupakan pilihan yang sangat tepat untuk memperoleh dana atau 
kredit, yang oleh Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian dikenal dengan istilah 
”Uang Pinjam”. Selain itu juga Perusahaan Umum ( Perum ) Pegadaian sangat 
berpengaruh untuk menghapus bank gelap, praktek ijon, riba dan lain-lain yang 
sifatnya lintah darat dan hanya menambah beban dan masalah bagi masyarakat 
ekonomi lemah.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perusahaan Umum ( Perum ) 
Pegadaian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah 
untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat dalam rangka program mengentaskan kemiskinan. 
Perum Pegadaian merupakan lembaga kredit yang mempunyai tugas 
memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang 
 
 bergerak. Perusahaan ini mengharapkan pendapatan dari hasil penjualan jasa tersebut 
walaupun ada pendapatan – pendapatan lain selain dari pemberian kredit seperti 
adanya jasa taksiran dan jasa titipan barang. Produk-produk penyumbang pendapatan 
terbesar bagi perusahaan ini adalah produk bisnis inti yakni Kredit Cepat Aman, dan 
produk bisnis non inti berupa Kreasi ( Kredit Angsuran Fidusia ), Kredit Usaha 
Rumah Tangga. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ fasilitas yang diberikan 
oleh pemerintah. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penganut 
agama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang 
berbasiskan prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa 
keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan. Cepat karena hanya 
membutuhkan waktu 15 menit untuk prosesnya, praktis karena persyaratannya 
mudah, jangka waktu fleksibel dan terdapat kemudahan lain, serta menentramkan 
karena sumber dana berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah begitu pun 
dengan proses gadai yang diberlakukan. Produk yang dimaksud di atas adalah produk 
Gadai Syariah. 
Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang dimiliki pemerintah tentunya 
memiliki perbedaan tersendiri dari lembaga keuangan lainnya. Menurut Endang 
(1993) dan Muhammad ( 1997 ) perbedaan Pegadaian Syariah dibandingkan dengan 
bank adalah : 
1.  Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan konsumen dalam 
memenuhinya.  
2.  Prosedur yang sangat sederhana, sehingga memungkinkan konsumen 
memperoleh dana dalam waktu 15 menit saja.  
 
 3. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan, angsuran ringan tidak 
ditentukan jumlahnya dan dapat diangsur sesuai kemampuan dengan jangka 
waktu 120 hari.  
4.  Cukup dipungut biaya administrasi dan biaya ijarah.  
5.  Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan tujuan penggunaan uang tersebut, 
sehingga konsumen dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan apa 
saja.  
6. Dapat dilunasi sewaktu-waktu, maupun diperpanjang dengan membayar biaya 
administrasi dan biaya ijarahnya. 
7.  MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai operasionalisasi Pegadaian Syariah.  
Landasan ini kemudian diperkuat  dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No.25/DSN–MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman 
dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn 
diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Ketentuan Umum : 
1. Murtahin ( penerima barang ) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua utang rahin ( yang menyerahkan barang ) dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun 
tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan perawatannya. 
 
 3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan marhun : 
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera 
melunasi utangnya. 
b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual 
paksa/dieksekusi. 
c. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi 
kewajiban rahin.  
b. Ketentuan Penutup : 
1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai 
mana mestinya.  
 
 
 Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, 
tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai 
alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis 
untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau 
dikenal dengan istilah Rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee 
Based Income ( FBI ) atau Mudharobah ( bagi hasil ). Karena nasabah dalam 
mempergunakan marhumbih ( Uang Pinjam ) mempunyai tujuan yang berbeda - beda 
misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, 
penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, 
pegadaian menggunakan metode Fee Based Income ( FBI ).  
Menurut  Kasmir ( 2001 : 109 ) Fee  Based  Income adalah  keuntungan  yang  
didapat  dari  transaksi  yang  diberikan  dalam  jasa-jasa  bank  lainnya  atau  selain  
spread  based. 
Karena  pengertian  Fee  Based  Income merupakan  pendapatan  operasional  non  
bunga  maka  unsur - unsur  pendapatan  operasional  yang  masuk  kedalamnya  
adalah : 
1. Pendapatan  komisi  dan  provisi, 
2. pendapatan  dari  hasil  transaksi  valuta  asing  atau  devisa, 
3. pendapatan  operasional  lainnya. 
Menurut kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian, 
pendapatan diukur menurut harga yang terjadi dalam transaksi. Jumlah pendapatan 
akan dikurangi dengan bagian pendapatan yang batal karena barang agunannya 
tersangkut perkara polisi. Oleh karena cukup banyak jenis produk di Pegadaian, maka 
 
 tentu diperlukan akuntansi pendapatan yang baik sehingga dapat menghindari 
kerugian yang diakibatkan kesalahan dalam akuntansi pendapatan, dan pada akhirnya 
dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang optimal dan 
menjamin kontinuitas perusahaan.  
Seperti pada perusahaan lain, Perum Pegadaian juga sangat mengharapkan 
jumlah pendapatan yang besar dari penjualan jasa yang berguna untuk memperlancar 
kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Karena pendapatan ini merupakan pos 
yang penting, maka perusahaan harus menentukan kebijakan yang berkaitan dengan 
pendapatan baik mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan tersebut harus 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melihat lebih lanjut 
mengenai bagaimana cara perusahaan dalam menetapkan pendapatan, maka penulis 
memilih judul “Akuntansi Pendapatan Pegadaian Pada Perum Pegadaian 
Makassar ”. 
 
1.2  Rumusan Masalah  
Mengingat pentingnya peranan pendapatan ini pada perusahaan, dan 
merupakan pos yang sangat erat hubungannya dengan penentuan laba maka penulis 
merumuskan masalah yaitu “Bagaimana perbedaan perlakuan akuntansi pendapatan 
pegadaian berbasis konvensional dengan pegadaian berbasis syariah pada Perum 




 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pegadaian berbasis konvensional 
dan berbasis syariah pada Perum Pegadaian Makassar. 
2. Mengetahui apakah akuntansi pendapatan berbasis konvensional dan berbasis 
syariah pada Perum Pegadaian Makassar telah sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan. 
 
Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 
terutama dalam masalah akuntansi mengenai pendapatan. 
2. Memberikan masukan mengenai akuntansi pendapatan khususnya pada 
perusahaan. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-
peneliti selanjutnya yang sejenis. 
4. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi bisnis yang sejenis. 
 
1.4 Sistematika Penulisan  
 Berikut ini penulis sajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas 
pada masing – masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh 




 Bab I : Pendahuluan 
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
Bab II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan teori – teori yang 
relevan, yang melandasi dan mendukung penelitian ini. 
Bab III : Metode Penelitian 
Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan lokasi penelitian, 
metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data. 
Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan 
Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah 
singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan job 
description masing – masing divisi yang terdapat pada perusahaan. 
Bab V : Analisa dan Pembahasan 
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi penjelasan 
tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah 
dikumpulkan. 
Bab VI : Penutup 
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian, dan saran 





 BAB VI 
PENUTUP 
6.1 KESIMPULAN 
Dari hasil analisis dan pembahasan antara perlakuan akuntasi pendapatan 
Pegadaian berbasis konvensional dan Pegadaian berbasis syariah, disimpulkan 
bahwa: 
1. Pada Pegadaian berbasis konvensional dan Pegadaian berbasis syariah, 
perlakuan akuntansi pendapatan diakui secara akrual dan penerapan accrual 
basis bagi Pegadaian Syariah ini tidak melanggar prinsip syariah, justru dapat 
membantu memberikan informasi yang obyektif dan benar dalam penghitungan 
kekayaan sebagai dasar penghitungan zakat dan memperhatikan aspek keadilan. 
2. Perbandingan perhitungan bunga pada Pegadaian konvensional lebih besar 
daripada tarif ijaroh yang dikenakan oleh pihak Pegadaian syariah ( murtahin ) 
kepada nasabah ( rahin ), sistem operasional di Pegadaian berbasis syariah 
mulai dari pengajuan pinjaman (marhun bih) oleh nasabah hingga pelunasan 
pinjaman atau pelelangan barang jaminan bagi nasabah yang tidak dapat 
melunasi pinjaman hingga waktu jatuh tempo pada umumnya telah berjalan 
dengan baik sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan 
Syariah Nasional. Namun ada sedikit kekurangan dalam prosedur pembentukan 
pendapatan di Pegadaian syariah yaitu tidak adanya pengawasan terhadap 
penggunaan dana pinjaman nasabah sehingga dikhawatirkan adanya 
penggunaan dana di bidang yang tidak sesuai syariah. Jika hal tersebut terjadi 
berarti esensi dan prinsip syariah telah hilang pada lembaga keuangan tersebut. 
 
 3. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang 
digadaikan. Meski tanpa bunga, Pegadaian berbasis syariah tetap memperoleh 
keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu 
memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu 
dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada 
Pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang 
dipinjamkan. 
4. Dalam sistem pembayaran, Pegadaian berbasis konvensional terdapat bunga 
atau dikenal dengan tarif sewa modal berbeda – beda tiap golongan yang 
diperpanjang 15 hari di mana batas jatuh tempo peminjaman sama – sama 120 
hari, sedangkan Pegadaian berbasis syariah dikenal beberapa istilah seperti 
biaya ijaroh yang dikenakan per 10 hari, golongan Marhun Bih, plafon Marhun 
Bih, dan biaya administrasi per SBR ( Surat Bukti Rahn ).  
5. Perlakuan akuntansi pendapatan pada Pegadaian syariah dan Pegadaian 
konvensional sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. 
Pendapatan ijaroh pada Pegadaian berbasis syariah setelah dikonsolidasi 
dengan Pegadaian berbasis konvensional akunnya menjadi Pendapatan sewa 
modal, begitupun untuk penyaluran dan pelunasan Marhun Bih akunnya 






 Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pegadaian berbasis konvensional dengan 
Pegadaian berbasis syariah di Perum Pegadaian Makassar 
 
 











Diukur menurut harga 





berdasarkan akrual basis. 
 
Dalam membuat laporan 
keuangan, penyajian 
pendapatan pada laba rugi 
memisahkan pendapatan 
usaha, pendapatan usaha 
lainnya, dan pendapatan 




Diukur menurut harga 





berdasarkan akrual basis. 
 
Dalam membuat laporan 
keuangan, tetap tunduk 
pada ketentuan yang masih 
berlaku di Pegadaian. 
Laporan keuangan syariah 
menyajikan penyaluran 
Marhun Bih sebagai 
pengembalian pinjaman 
yang diberikan, serta 
pendapatan ijaroh sebagai 
pendapatan sewa modal. 
Ketika laporan keuangan 
Pegadaian konvensional 




diungkapkan pada catatan 
laporan keuangan. Di sini 
hampir tidak ada 
perbedaan antara 
Pegadaian konvensional 
dan syariah. Yang 
membedakan pada 
namanya saja, serta 
proporsi besarnya 
pemberian tarif sewa 
modal/ijaroh dan biaya 
administrasi. 
 
 6.2 SARAN 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberikan saran-
saran sebagai berikut : 
1. Pengakuan pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi atas pinjaman 
pada Pegadaian berbasis konvensional dengan Pegadaian berbasis syariah 
sama–sama menggunakan accrual bassis, diakui pada saat transaksi terjadi dan 
dibebankan langsung kepada nasabah pada saat penyaluran pinjaman dan 
dibayar lagi oleh nasabah pada saat pelunasan pinjaman, maka penulis 
menyarankan agar metode ini ditetapkan secara konsisten. 
2. Pegadaian berbasis syariah diharapkan mempunyai pedoman akuntansi sendiri 
yang sesuai dengan syariah dan independen dari induk perusahaannya, sehingga 
Pegadaian syariah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat – 
syariat syariah. 
 
 
 
